
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONBSIA

NoMoR : i.3S2Z /C IKS IZA2A

TENTANG

iZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYtrLENGGARAAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SPINS INTERACTIONAL SCHOOL

SURABAYA

MtrNTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RBPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa periyelenggaraan Satuan pendidikan Kerja

Sama memerlukan izin penyelenggaraan dari

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

bahwa permohonan Yayasan Sejahtera Spins
indonesia melalui Online Single Szrbmrssion (OSS)

Republik Indonesia atau Sistem pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik, memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri pendidikan dan
Kebudayaan tentang lzin Satuan pendidikan

Kerja Sama Penyeienggaraan Sekc,lah Menengah
Pertama Spins Interactional School Surabaya;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Rr:publik Indonesia tahun 2003 Nomor Tg,

Tarnbahan l-embaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor a301);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2O14 tentang
Ac{ministrasi Pemerintahan {Lembaran Negara
Repubrlik Indonesia tahun ZAL4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56O1);

Peraturan Pemerintah Nornor lT Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan

Mengingat : L.
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Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AlA Nomor 23, Tambahan Lernbaran

Negara trtepublik Indonesia Nomor S105)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Femerintah Nomor 65 Tahun ZO10 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
7L2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Feraturan Pemerintah Nr-:mor 19 Tahun 2005

tcntang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor

4L, Tambahan Lernbaran Negara RepuLrlik

Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan

Pemerintah Nornor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturarr pemerintah

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran

Negara Repub,lik lndonesia Nomor 5670);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2OLg

tcntang Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan {Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun ZArc Ncmor 2a2l;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 45 ?ahun 2Ol9 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan {Berita Negara RepuLrlik Indonesia

Tahun 2A19 Nornor L673| sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 9 Tahun ZAZO tentang
Pr:rubahan atas Peraturan Menteri pendidikan

dirn Kebudayaan Nornor 45 Tahun 2A$ tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan {Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OZA Nomor fia|;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomcr 31 Tahun 2Al4 Tentang Kerja Sama

Pcnyelenggaraan dan Pengelolaan pendidikan

oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga

Pendidikan di Indonesia;

Kcputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Rr:pubtrik indonesia Nomor 95AlPl2AZ0 Tahun
2020 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur
Jencieral Fendidikan Anak Usia Dini, pendidikan
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t)asar, dan Pendidikan Menengah Untuk
Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja

Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan

Pendidikan Oleh Lernbaga Pendidikan Asing

Dengan Lembaga Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN TEN?ANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN

KER.JA SAMA PENYELENGGARAAN SEKOLAH

MENE]NGAH PtrRTAMA SPiNS iNTERACTIONAL

SCHC]OL SURABAYA.

Memberikan tzrn Satuan Pendidikan Kerja Sama

Penye ienggaraan kepada:

a. Nama

Sekolah

b. NPSN

c. Alamat

Sekolah

$ekoiah Menengah Pertama Spins

Interactional School Surabaya

698,82354

J]. Karangan PDAM No. 24,

Kecamatan Wi3'r-rng, Kota

Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Yayasan Sejahtera Spins

Indonesia

Ji. Karangan PDAM No. 24,

Kecamatan lViyung, Kota

Suratraya, Provinsi Jawa Timur

Cambridge internationai

Exarninations

1 Hllls Road Cambridge CB 1

2EU United Kingdom

d.

e.

r
i_

G
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Lembaga

Perrdidikan di

Indonesia

{LFr}

Alamat LPI

Lernbaga

Pendidikan

Asing (LPA)

Alamat LPA

Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan

sebagi:imana dirnaksud dalam Diktum KBSATU

diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak

Keputusan fuIenteri ini ditetapkan dan dapat

diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Permohonan perpanjangan izin sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA diqiukan paling

lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.

Pemberian lzin Satuan Pendidikan Kerja Sama

Penyelen ggaraan sebagaimana dirnaksud daiam

Diktum KESATU dapat dicabut jika pemrakarsa

melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Pend.idikan dan Kebudayaan

Nomor 31 Tahun 2AW Tentang Kerja Sama

Penyeienggaraan dan Pengeloiaan Pendidikan oleh

Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga

Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggatr I Desember 2O2O

MtrNTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

anb.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,

DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

TTD.

JUMERI
NIP 196305 10 198503 10 19

Salinan sesuai dengan itslinr a.

Sekretaris Direktorat Jenderal

Pendidikan An

Pendidika

Sutan

NIP 1g

ia Dini, llendidikan Dasar, dan


